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ABSTRAK 
Actio Pauliana is a right owned by creditors, that creditors can, in certain circumstances, view acts 
that have been carried out by debtors as being null and void. In a bankrupt estate, the authority to file 
an Actio Pauliana lawsuit is the curator. In practice, in court it is not easy to file an actio pauliana 
lawsuit until it is granted by the judge. So there are legal issues related to how the legal protection will 
be for creditors if the Actio Pauliana lawsuit is rejected by the court. This research was carried out in a 
descriptive normative manner using a statutory, conceptual and case approach. So in the event that the 
Actio Pauliana lawsuit is rejected by the court, in this case the creditor still has to hand over the affairs 
of the bankrupt debtor's assets to the Curator who is supervised by the Supervisory Judge. Furthermore, 
based on the Bankruptcy Law and PKPU, if the bankrupt debtor is proven to have acted in bad faith at 
the suggestion of the Supervisory Judge, at the request of the Curator, or at the request of one or more 
creditors and after hearing from the Supervisory Judge, he can order that the Bankrupt Debtor be 
detained. 
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ABSTRAK 
Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para kreditur, bahwa para kreditur dalam 
keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan perbuatan yang telah 
dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka. Dalam harta yang pailit yang berwenang 
untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana adalah kurator. Pada prakteknya di pengadilan 
tidak mudah mengajukan gugatan actio pauliana sampai dikabulkan oleh hakim. Sehingga 
didapati isu hukum terkait bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur jika 
ditolaknya gugatan Actio Pauliana oleh pengadilan. Penelitian ini dilakukan secara normatif 
deskriptif dengan pendekatan secara Peraturan Perundang-Undangan, Konseptual dan 
Pendekatan secara kasus. Sehingga dalam hal ditolaknya gugatan Actio Pauliana pada 
pengadilan Sehingga dalam hal ini kreditur tetap harus menyerahkan urusan harta debitur 
pailit kepada Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Selanjutnya berdasar Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU jika debitur pailit terbukti melakukan itikad tidak baik atas 
usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih 
dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit 
ditahan. 

Kata Kunci: Actio Pauliana, Kepailitan, Perlindungan Hukum 
 

Pendahuluan 
Dalam menjalankan suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, seringkali 

keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada 
keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi 
membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam istilah hutang piutang, terdapat 
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kreditur yang merupakan pemberi pinjaman piutang, sedang debitur merupakan penerima 
pinjaman piutang. Dalam proses perjanjiannya, pada umumnya debitur harus memberikan 
jaminan daripada utang kepada kreditur. Dimana jaminan utang dapat berupa surat berharga 
maupun benda-benda bergerak lainnya. Sedangkan kreditur memiliki hak untuk menguasai 
objek jaminan utang tersebut selama debitur belum menyelesaikan atau melunasi utangnya. 
Selanjutnya, para kreditur yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu lagi membayar 
utang-utangnya dapat mengajukan gugatan terhadap kreditur tersebut melalui lembaga 
kepailitan, disertai dengan permohonan sita jaminan untuk menjamin agar debitur tidak 
mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan. Berkaitan dengan hal 
tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan (Rejeki Hartono, 1999): “Lembaga kepailitan 
memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau 
tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut, yang 
keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: 
menghindari eksekusi masal oleh debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh 
debitur sendiri.”  

Pada hakikatnya kepailitan akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang 
bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan 
badan hukum), maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat 
dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan hakim. Dimana syarat terhadap 
debitur dapat dinyatakan pailit telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 
No. 37/ 2004), sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada 
pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 37/2004. Dengan terbentuknya Undang-
Undang kepailitan, maka bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang 
secara cepat, adil, terbuka dan efektif (Widjanarko, 1999). Perlindungan   merupakan   salah   
satu   fungsi   dari   hukum   yang   memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi 
rakyat Indonesia merupakan suatu penerapan atas prinsip pengakuan dan perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.  Hampir seluruh  
hubungan  hukum  harus  dapat  perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak 
macam perlindungan hukum. Menurut Sudikno dalam bukunya menyebutkan bahwa 
perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni (sudikno,2009): 

1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada 
rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum 
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif; 

2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian 
sengketa. 

Actio Pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kreditur pailit terhadap 
debitur pailit yang tidak beritikad baik yang mengalihkan terlebih dahulu hak kebendaannya 
kepada pihak lain, sebelum utang-utangnya mulai jatuh tempo, sehingga menyebabkan 
kreditur kesulitan untuk mengambil pelunasan dari harta benda milik debitur karena terlebih 
dahulu dialihkan kepada pihak ketiga. Kurator sebagai satu satunya pihak yang diberikan 
kewenangan oleh undang-undang dapat mengajukan permohonan pembatalan perbuatan 
hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit dengan pihak ketiga dengan menggugat secara 
actio pauliana, seperti yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) UU 37/2004. 
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Kreditur diwakilkan oleh Kurator dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana, dikarenakan 
kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta 
pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit. Apabila 
kreditur menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan, kreditur dapat memintanya 
kepada Kurator untuk mengajukan permintaan pembatalan tersebut. Selain itu, Actio 
Pauliana juga digunakan dalam perkara kepailitan untuk menghindari pertentangan apabila 
terdapat kreditur yang ingin mendapatkan hak tertentu, yang memaksa untuk menjual 
sendiri harta pailit tanpa mempedulikan hak kreditur lainnya (Emmy , 2004).  

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut kehendak 
hatinya, namun undang-undang memberikan perlindungan preventif dengan tidak 
menghendaki setiap orang berhutang menggunakan perjanjian untuk mengalihkan boedel 
pailit kepada pihak ketiga, sehingga mengakibatkan hartanya berkurang dan menyebabkan 
kreditur lainnya kesulitan untuk mendapatkan pelunasan hutang yang adil. Pada  iprakteknya  

idi ipengadilan,  itidak imudah  imengajukan  igugatan  iactio  ipauliana  isampai  idikabulkan  ioleh  

ihakim.  iHal  iini iantara  ilain idisebabkan  ioleh iproses  ipembuktian  iActio  iPauliana  itersebut  iserta 

iperlindungan  ihukum  iterhadap  ipihak  iketiga  iyang ibertransaksi  idengan  idebitur itersebut 
(Edward  i2012).  iSelain  iitu,  isulitnya  ipembuktian  iterutama  ipembuktian  ibahwa  idebitur iatau 

ipihak  idengan  isiapa  iperbuatan  ihukum  iitu idilakukan  imengetahui  iatau isepatutnya  imengetahui  

ibahwa  iperbuatan  itersebut  iakan  imerugikan  ikreditur.  iDebitor yang  imelakukan  ihal-hal iyang 

imelawan  ihukum  isetelah  ipernyataan  ipailit,  iUU No. 37/ 2004 tidak  iada isatu iketentuan  iyang  

imengatur  isanksi  ikepada  idebitur ipailit,  ibaik isanksi  iperdata  imaupun  isanksi  ipidana.  iSeperti 

ihalnya  idengan  iditolaknya  igugatan  idaripada  ikasus  iPutusan  iNo. 14/Pdt.Sus-
ActioPauliana/2018/PN. Smg  idimana  iPenggugat  isebagai  ikurator idebitor  ipailit  imelakukan  

igugatan  ikepada  iPengadilan  iNiaga  iSemarang  imelawan  iRosalya  iSri iWulandari  isebagai 

iTergugat  iI idan iPT.  iBank iPerkreditan  iRakyat  iBhakti  iDaya  iEkonomi  isebagai  iTergugat  iII idan  

iyang  iselanjutnya  isebagai  iTurut iTergugat  iyakni  iSuwasti  iYudani  idan  iBadan  iPertanahan  

iNasional  iKabupaten  iSleman.  iPenggugat  imenyatakan  ibahwa  isebidang  itanah  idan ibangunan  

iyang  iberdiri  idengan  iSertifikat  iHak iMilik i(SHM) iNomor i13793/Purwomartani  iseluas  i315 im² i 

iyang  idiuraikan  idi  idalam  iSurat  iUkur itanggal  i5 iAgustus  i2014  iNomor  i00567/Purwomartani/  

i2014 iyang idi iatas  inamakan  iTergugat  iI imerupakan  iharta  ipailit  isesuai  iPutusan  iNomor  

i07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg  iyang  idijual  iantara  iTergugat  iI idan iTergugat  iII imenjadi  

iperjanjian  ikredit  idan iAkta  iPemberian  iHak iTanggungan  iNo.  i150/2017.  iKurator imelakukan  

ipenggugatan  iatas  idasar ibahwa  iPembelian  isebidang  itanah  iyang imenjadi  iobjek isengketa 

itersebut  imerupakan  iharta  isaat  imasa  iperkawinan  iantara  iTergugat  iI idengan  idebitur ipailit  iyang 

ibernama  iDayu iHandoko.  iNamun  iPengadilan  iNiaga  itelah  imemberikan  iputusan  iyang iamarnya  

imenolak  igugatan  iPenggugat  iuntuk  iseluruhnya.  iOleh ikarenanya  iPenulis  iberpendapat  ikarena  

iditolaknya  igugatan  iseperti  i  ihal itersebut  isangat  imerugikan  ikreditur  ikarena  imengurangi  inilai 

idaripada  ihak iyang iharusnya  ikembali  ikepada  ikreditur.  iSehingga  iPenulis  itertarik  iuntuk  

imelakukan  ipenelitian  idengan  ijudul “Actio  iPauliana  isebagai  iBentuk  iPerlindungan  iHukum ibagi  

iKreditur  iKepailitan”  idengan  iitu ididapati  isuatu iisu ihukum  iterkait upaya  iperlindungan  ibagi  

ikreditur  iyang iditolak  ioleh iPengadilan  imengenai  i  igugatan  iActio  iPauliana. 
 

Metode Ipenelitian 

Jenis  ipenelitian  iyang idigunakan  iadalah  ipenelitian  ihukum  isecara  inormatif.  iPenelitian 

ihukum  inormatif  iadalah  i  isebuah  ipenelitian  iyang imeletakan  ihukum isebagai  ibangunan  isistem 

inorma  imengenai  iasas-asas,  inorma,  ikaidah  idari  iperaturan  iperundang-undangan,  iputusan  

ipengadilan,  iperjanjian  iserta  idoktrin  i(ajaran).  iPenelitian  ihukum  inormatif  iyang inama ilainnya  

iadalah  ipenelitian  ihukum idoktrinal  iyang  idisebut  ijuga  isebagai ipenelitian  iperpustakaan  iatau  
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istudi  idokumen  ikarena  ipenelitian  iini idilakukan  iatau  iditujukan  ihanya  ipada  iperaturan-  

iperaturan  iyang  itertulis  iatau ibahan-bahan  ihukum  iyang ilain (Soekanto  i& iMamudji,  i2004). 
Selain menggunakan  ijenis  ipenelitian ihukum  inormatif,  ipenulis  ijuga  imenggunakan  

iPendekatan  iPeraturan  iPerundang-Undangan  idengan  icara  imenganalisis  isegala iUndang-
Undang  idan iRegulasi  iterkait  iDengan  imenggunakan  ipendekatan  iini ipenulis  idapat  imelihat  

ikonsistensi  iantara  iregulasi  isatu idengan  ilainnya.  iSelanjutnya,  ipenulis  imenggunakan  

ipendekatan  ikonseptual  iuntuk imengkaji  idan imenganalisis  ikerangka  iberpikir,  ikerangka  

ikonsep atau landasan teoritis yang akan diteliti. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Gugatan Actio Pauliana dalam UU  

Secara  iteoritis  idan inormatif,  iactio  ipauliana  itersedia  idalam  ikepailitan,  iyang 

ipelaksanaannya berdasarkan putusan hakim pengadilan.  iActio iPauliana  idiatur idalam  iPasal  

i41 isampai  idengan  iPasal  i50 iUU No.  i37/2004.  iDalam UU No. 37/ 2004 telah  idisebutkan  ibahwa  

i“untuk  ikepentingan  iharta  ipailit,  ikepada  ipengadilan  idapat  idimintakan  ipembatalan  isegala iperbuatan 

ihukum,  idebitur  iyang itelah  idinyatakan  ipailit iyang imerugikan  ikepentingan  ikreditur,  iyang idilakukan 

isebelum  iputusan  ipernyataan  ipailit  idiucapkan.”. Selanjutnya  iberdasarkan  idalam  iPasal  i41 iayat  i(2) 

iUU  iKepailitan  idan  iPKPU,  iyakni:  i“Pembatalan  isebagaimana  idimaksud  ipada  iayat  i(1)  ihanya  idapat  

idilakukan  iapabila  idapat  idibuktikan  ibahwa  ipada  isaat  iperbuatan  ihukum  idilakukan,  idebitur  idan ipihak 

idengan  isiapa  iperbuatan  ihukum  itersebut  idilakukan  imengetahui  iatau isepatutnya  imengetahui  ibahwa 

iperbuatan  ihukum  itersebut  iakan imengakibatkan  ikerugian  ibagi  ikreditur.”.  i  iMerujuk  ipada  ipenjelasan 

iPasal  i41 iayat  i(2)  iUU  iNo. 37/ 2004,  imaka  iyang idimaksud  idengan  i“pihak  idengan  isiapa  

iperbuatan  iitu idilakukan”  idalam  iketentuan  iini,  itermasuk  ipihak iuntuk  ikepentingan  isiapa  

iperjanjian  itersebut  idiadakan. 
Terdapat  ipengecualian  idari  iketentuan  isebagaimana  iyang idimaksud  ipada  iayat  i(1)  iyang 

iterdapat  idalam  iPasal  i41 iayat  i(3),  iadalah  iperbuatan  ihukum  idebitur iyang iwajib  idilakukannya  

iberdasarkan  iperjanjian  idan/atau  ikarena  iundang-undang.  iMisalnya,  ikewajiban  ipembayaran  

ipajak.  iTerdapat  i5 i(lima)  ipersyaratan  iyang iwajib  idipenuhi  iagar iberlakunya  iActio  iPauliana, 

iyakni: 
1) Debitur itelah  imelakukan  isuatu iperbuatan  ihukum;  i 
2) Perbuatan  ihukum  itersebut  itidak  iwajib  idilakukan  idebitur;  i 
3) Perbuatan  ihukum  idimaksud  itelah  imerugikan  ikreditur;  i 
4) Pada  isaat  imelakukan  iperbuatan  ihukum  itersebut  idebitur imengetahui  iatau isepatutnya  

imengetahui  iperbuatan  ihukum  itersebut  iakan  imerugikan  ikreditur;  idan 
5) Pada  isaat  imelakukan  iperbuatan  ihukum  itersebut  idilakukan  ipihak  idengan  isiapa 

iperbuatan  iitu idilakukan  imengetahui  iatau isepatutnya  imengetahui  ibahwa  iperbuatan  

ihukum  itersebut  iakan  imengakibatkan  ikerugian  ibagi ikreditur. 
Apabila  idebitur iyang imerugikan  ikreditur  idilakukan  idalam  ijangka  iwaktu i1 i(satu)  itahun  

isebelum  ipernyataan  ipailit  idiajukan  isedangkan  iperbuatan  ihukum  itersebut  itidak  iwajib 

idilakukan  ioleh  idebitur,  ikecuali  idapat  idibuktikan  isebaliknya,  idebitur idengan  ipihak idengan 

isiapa  iperbuatan  itersebut  idilakukan  idianggap  imengetahui  iatau isepatutnya  imengetahui 

ibahwa  iperbuatan  itersebut  iakan  imengakibatkan  ikerugian  isebagaimana  iyang  itelah idisebutkan  i  

idalam  iPasal  i41 iayat  i(2)  iUU  iNo. 37/ 2004.  iKetentuan  iPasal  i42 iUU  iNo. 37/ 2004 mengatur  

idengan  irinci  ijenis  iperbuatan  ihukum  iyang iapabila  idilakukan  idalam  ijangka  i1 i(satu)  itahun  

isebelum  iputusan  ipernyataan  ipailit  iditetapkan,  idengan  isyarat: 
1) Perbuatan  itersebut  itidak  iwajib  idilakukan  ioleh idebitur; 
2) Debitur idan  ipihak  idengan  isiapa  iperbuatan  itersebut  idilakukan  idianggap  imengetahui  

iatau isepatutnya  imengetahui  ibahwa  iperbuatan  itersebut  iakan  imerugikan  ikreditur;  idan 
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3) Perbuatan  itersebut  imemenuhi  isyarat-syarat  isebagaimana  idisebutkan  idalam  iPasal  i42 

ihuruf  i“a” isampai  idengan  ihuruf  i  i“g” UU No. 37/ 2004. 
Akibat  ipembatalan  iperbuatan  ihukum  isebagaimana  idimaksud  idalam  iPasal  i41 isampai  

idengan  iPasal  i46 iUU No. 37/ 2004  iterhadap  iorang iyang itelah  imenerima  ipengalihan  iatas  ibagian 

iharta  ikekayaan  idebitur ipailit.  iPasal  i49 iayat  i(1)  UU No. 37/ 2004  imenentukan,  i“setiap  iorang  iyang  

itelah  imenerima  ibenda  iyang  imerupakan  ibagian  idari  iharta  idebitur  iyang itercakup  idalam  iperbuatan  ihukum 

iyang  idibatalkan,  iharus  imengembalikan  ibenda  itersebut  ikepada  iKurator  idan idilaporkan  ikepada  iHakim 

iPengawas”.  iBila  iseorang  itersebut  itidak  idapat  imengembalikan  ibenda  iyang  itelah  iditerimanya  

idalam  ikeadaan  iseperti  isemula,  imenurut  iPasal  i49  iayat  i(2)  i UU No. 37/ 2004  i“ia iwajib  

imemberikan  iganti  irugi ikepada  iharta  ipailit  iitu.”  iNamun  idemikian,  imenurut  iPasal  i49 iayat  i(3) 

UU No. 37/ 2004,  i“dalam ihal ihak ipihak  iketiga  iatas  ibenda  isebagaimana  idimaksud  ipada  iayat  i(1)  

iyang  idiperoleh  idengan  iitikad  ibaik  idan itidak  idengan  icuma-cuma,  iharus  idilindungi.”  

iKetentuan  iPasal  i49 iayat  i(3)  i UU No. 37/ 2004  itersebut  isejalan  idengan  iketentuan  iPasal  i1341 iayat  

i(2)  iKUH  iPerdata (KUHPer).  iMenurut  ipenjelasan  iPasal  i49 iayat  i(3)  UU No. 37/ 2004,  iyang 

idimaksud  idengan  i“itikad  ibaik idan  itidak  idengan  icuma  icuma”  itermasuk  ijuga  ipemegang  ihak 

iagunan  iatas  ibenda  itersebut. 
Menurut  iPasal  i49 iayat  i(4)  UU No. 37/ 2004,  ibenda  iyang iditerima  ioleh  idebitur  iatau inilai 

ipenggantinya,  iwajib idikembalikan  ioleh  iKurator  isejauh  iharta  ipailit  idiuntungkan,  isedangkan  

iuntuk  ikekurangan  i(apabila  ipenerimaan  itersebut  inilainya  imasih  iberada  idibawah  inilai 

ipiutangnya),  iorang iterhadap  isiapa  ipembatalan  itersebut  idituntut  idapat  itampil  isebagai 

ikreditur  ikonkuren  i(untuk  ikekurangan  itersebut).  iIstilah  iyang idipakai  idalam  iPasal  i49 i UU No. 
37/ 2004  iadalah  i“benda  iyang imerupakan  ibagian  idari  iharta  idebitur”  iatau ihanya  idisebut  

i“benda”.  iPengertian  i“benda”  ipada  iPasal i4 iayat  i(1)  itidak  ihanya isekedar ipengertian  i“barang”,  

itetapi  idiartikan  isama  idengan  i“perbuatan  ihukum”  iseperti  iyang idimaksud  idalam  iPasal  i41 idan  

iPasal  i42 UU No. 37/ 2004,  isama  idengan i“hibah”  isebagaimana  idimaksud  idalam  iPasal  i43 idan  

iPasal  i44 i UU No. 37/ 2004,  idan  isama  idengan  i“pembayaran  isuatu iutang”  isebagaimana  iyang  

iterdapat  idalam  iPasal  i45 idan  iPasal  i46 i UU No. 37/ 2004.  iSelanjutnya  ijika  imerujuk  idalam  iPasal  

i50 i UU No. 37/ 2004  iyang imengatur  imengenai  ipembayaran  ipiutang  idebitur  ipailit  iyang  

idilakukan  ioleh  ikrediturnya  isesudah  iputusan  ipernyataan  ipailit  idiucapkan.  iBunyi  ilengkap  

iPasal  i50 iadalah  isebagai  iberikut: 
1) Setiap  iorang iyang isesudah  iputusan  ipernyataan  ipailit  idiucapkan  itetapi  ibelum  

idiumumkan,  imembayar ikepada  idebitur  ipailit  iuntuk  imemenuhi  iperikatan  iyang iterbit 

isebelum  iputusan  ipernyataan  ipailit  idiucapkan,  idibebaskan  iterhadap  iHarta  iPailit  isejauh 

itidak  idibuktikan  ibahwa  iyang ibersangkutan  imengetahui  iadanya  iputusan  ipernyataan 

ipailit  itersebut;  i 
2) Pembayaran  isebagaimana  idimaksud  ipada  iayat  i(1)  iyang idilakukan  isesudah  iputusan 

ipernyataan  ipailit  idiumumkan,  itidak  imembebaskan  iterhadap  iHarta  iPailit  ikecuali  

iapabila  iyang imelakukan  idapat  imembuktikan  ibahwa  ipengumuman  iputusan  ipernyataan  

ipailit  iyang idilakukan  imenurut  iundang  iundang  itidak  imungkin  idiketahui  idi  itempat  

itinggalnya;  i 
3) Pembayaran  iyang idilakukan  ikepada  idebitur ipailit,  imembebaskan  idebiturnya  iterhadap  

iharta  ipailit,  ijika  ipembayaran  iitu imenguntungkan  iharta  ipailit. 
Lebih  ijelasnya  ibahwa  iPasal  i50 iayat  i(3)  UU No. 37/ 2004  imembebaskan  idebitur ipailit  idari  

ipemenuhan  ikewajiban  ipembayaran  itersebut  iyang iditerima  ioleh idebitur  ipailit,  iapabila  

iperbuatan  ihukum  itersebut  imenguntungkan  iharta  ipailit. 
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Kategori  iPerbuatan iYang iTermasuk  iSebagai  iActio iPauliana  iDalam iKepailitan 

Menurut  iSutan  iRemy iSjahdeini,  iactio  ipauliana  iadalah  ihak iyang idiberikan  ioleh iundang-
undang  ikepada  iseorang  ikreditor  iuntuk  imengajukan  ipermohonan  ikepada  ipengadilan  iuntuk  

ipembatalan  isegala  iperbuatan  iyang itidak  idiwajibkan  iuntuk  idilakukan  ioleh  idebitor  iterhadap 

iharta  ikekayaannya  iyang idiketahui  ioleh  idebitor iperbuatan  itersebut  imerugikan  ikreditor” 

i(Sjahdeni,  i2009). Dalam  isistem  ihukum  iperdata  idikenal  iada itiga  ijenis  iactio  ipauliana  iyakni:  i 
1) Actio   pauliana  i(umum)  isebagaimana  iyang idiatur idalam  iPasal  i1341 iKUHPer;  i 
2) Actio  ipauliana  i(waris)  isebagaimana  iyang idiatur idalam  iPasal  i1601  iKUHPer;  idan i 
3) Actio  ipauliana  idalam ikepailitan,  isebagaimana  iyang idiatur idalam  iPasal  i41 isampai  i50  i UU 

No. 37/ 2004. 
Gugatan  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  idiisyaratkan  ibahwa  idebitor  idan ipihak  idengan  

isiapa  iperbuatan  itersebut  idilakukan  idianggap  imengetahui  iatau isepatutnya  imengetahui 

ibahwa  iperbuatan  itersebut  iakan  imengakibatkan  ikerugian  ibagi ikreditor.  iUnsur  iActio  iPauliana  

idalam  ikepailitan  idiatur ipada  iPasal  i42 iUndang-Undang  iKepailitan.  iUnsur  iActio iPauliana  idalam  

ikepailitan  isebagai  iberikut:  i“Apabila  iperbuatan  ihukum  iyang imerugikan  iKreditor  idilakukan  

idalam  ijangka  iwaktu i1 i(satu)  itahun  isebelum  iputusan  ipernyataan  ipailit  idiucapkan,  isedangkan  

iperbuatan  itersebut  itidak  iwajib  idilakukan  iDebitor,  ikecuali  idapat  idibuktikan  isebaliknya,  

iDebitor  idan  ipihak  idengan  isiapa  iperbuatan  itersebut  idilakukan  idianggap  imengetahui  iatau 

isepatutnya  imengetahui  ibahwa  iperbuatan  itersebut  iakan  imengakibatkan  ikerugian  ibagi  

iKreditor  isebagaimana  idimaksud  idalam  iPasal  i41 iayat  i(2),  idalam ihal iperbuatan  itersebut:  i 
a. merupakan  iperjanjian  idimana  ikewajiban  iDebitor ijauh  imelebihi  ikewajiban  ipihak  idengan  

isiapa  iperjanjian  itersebut  idibuat;  i 
b. merupakan  ipembayaran  iatas,  iatau  ipemberian  ijaminan  iuntuk  iutang  iyang ibelum  ijatuh 

itempo  idan/atau  ibelum iatau itidak  idapat  iditagih;  i 
c. dilakukan  ioleh iDebitor iperorangan,  idengan  iatau iuntuk  ikepentingan:  i 

1) suami  iatau iistrinya,  ianak iangkat,  iatau ikeluarganya  isampai  iderajat  iketiga;  i 
2) suatu ibadan  ihukum  idimana  iDebitor iatau ipihak  isebagaimana  idimaksud  ipada  

iangka  i1)  iadalah  ianggota  idireksi  iatau ipengurus  iatau iapabila  ipihak  itersebut,  ibaik 

isendiri-sendiri  imaupun  ibersama-sama, iikut  iserta  isecara  ilangsung  iatau itidak  

ilangsung  idalam ikepemilikan  ibadan  ihukum  itersebut  ilebih  idari  i50%  i(lima  ipuluh  

ipersen)  idari imodal  idisetor  iatau idalam  ipengendalian  ibadan  ihukum  itersebut.  i 
d. dilakukan  ioleh iDebitor iyang  imerupakan  ibadan  ihukum,  idengan  iatau iuntuk  

ikepentingan: 
1) anggota  idireksi  iatau  ipengurus  idari  iDebitor,  isuami  iatau iistri,  ianak iangkat,  iatau  

ikeluarga  isampai  iderajat  iketiga  idari  ianggota  idireksi  iatau ipengurus  itersebut;  i 
2) perorangan,  ibaik isendiri  iatau  ibersama-sama idengan  isuami  iatau iistri,  ianak iangkat,  

iatau ikeluarga  isampai  iderajat  iketiga,  iyang iikut  iserta  isecara  ilangsung  iatau itidak 

ilangsung  idalam  ikepemilikan  ipada  iDebitor ilebih  idari  i50% i(lima  ipuluh  ipersen)  idari  

imodal  idisetor iatau idalam  ipengendalian  ibadan  ihukum  itersebut;  i 
3) perorangan  iyang isuami  iatau  iistri, ianak iangkat,  iatau ikeluarganya  isampai  iderajat 

iketiga,  iikut  iserta  isecara  ilangsung  iatau itidak  ilangsung  idalam  ikepemilikan  ipada  

iDebitor ilebih  idari  i50% i(lima  ipuluh  ipersen)  idari  imodal  idisetor iatau idalam 

ipengendalian  ibadan  ihukum  itersebut. 
e. dilakukan  ioleh iDebitor iyang imerupakan  ibadan  ihukum  idengan  iatau  iuntuk  ikepentingan  

ibadan  ihukum  ilainnya,  iapabila:  i 
1) perorangan  ianggota  idireksi  iatau ipengurus  ipada  ikedua  ibadan  iusaha  itersebut  

iadalah  iorang iyang isama;  i 
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2) suami  iatau iistri,  ianak iangkat,  iatau ikeluarga  isampai  iderajat  iketiga  idari  iperorangan  

ianggota  idireksi  iatau ipengurus  iDebitor iyang ijuga  imerupakan  ianggota  idireksi  iatau 

ipengurus  ipada  ibadan  ihukum  ilainnya,  iatau isebaliknya;  i 
3) perorangan  ianggota  idireksi  iatau ipengurus,  iatau ianggota  ibadan  ipengawas  ipada 

iDebitor,  iatau isuami  iatau iistri,  ianak iangkat,  iatau ikeluarga  isampai  iderajat  iketiga,  

ibaik isendiri  iatau ibersama-sama,  iikut  iserta  isecara  ilangsung  iatau itidak  ilangsung  

idalam  ikepemilikan  ibadan  ihukum  ilainnya  ilebih  idari  i50% i(lima  ipuluh  ipersen)  idari  

imodal  idisetor iatau idalam  ipengendalian  ibadan  ihukum  itersebut,  iatau isebaliknya;  i 
4) Debitor iadalah  ianggota  idireksi  iatau  ipengurus  ipada  ibadan  ihukum  ilainnya,  iatau  

isebaliknya;  i 
5) badan  ihukum  iyang isama,  iatau iperorangan  iyang isama  ibaik ibersama,  iatau itidak  

idengan  isuami  iatau iistrinya,  idan iatau ipara ianak iangkatnya  idan ikeluarganya  

isampai  iderajat  iketiga  iikut  iserta  isecara  ilangsung  iatau itidak  ilangsung  idalam ikedua  

ibadan  ihukum  itersebut  ipaling  ikurang  isebesar i50% i(lima  ipuluh ipersen)  idari  imodal  

iyang idisetor. 
f. dilakukan  ioleh iDebitor iyang imerupakan  ibadan  ihukum  idengan  iatau  iterhadap  ibadan  

ihukum  ilain idalam isatu igrup  idimana  iDebitor iadalah  ianggotanya;  ig.  iketentuan  idalam 

ihuruf  ic,  ihuruf  id,  ihuruf  ie,  idan  ihuruf  if  iberlaku imutatis  imutandis  idalam  ihal idilakukan  ioleh 

iDebitor idengan  iatau iuntuk  ikepentingan:  i 
1) anggota  ipengurus  idari  isuatu  ibadan  ihukum,  isuami  iatau iistri,  ianak iangkat  iatau 

ikeluarga  isampai  iderajat  iketiga  idari  ianggota  ipengurus  itersebut; 
2) perorangan,  ibaik isendiri  imaupun  ibersama-sama  idengan  isuami  iatau iistri,  ianak  

iangkat,  iatau ikeluarga  isampai  iderajat  iketiga  iyang iikut  iserta  isecara  ilangsung  iatau 

itidak ilangsung  idalam ipengendalian  ibadan  ihukum  itersebut.” i 
Dimana  iperbuatan-perbuatan  iyang imerugikan  ikreditur  iantara  ilain: 

1) Penjualan  ibarang  idibawah  iharga  ipasar; 
2) Pemberian  isuatu ibarang  isebagai  ihibah  iatau ihadiah;  i 
3) Melakukan  isesuatu  iyang  idapat  imenam  ibah ikewajiban  iatau ibeban  ikepada  iharta  

ipailit.  iMisalnya,  imemberikan  igaransi  i(oleh  ianak iperusahaan)  ikepada  ihutang  iyang  

idiambil  ioleh iperusahaan  iholding).  i 
4) Melakukan  isesuatu  iyang  idapat  imenyebabkan  ikerugian  iterhadap  irangking  

iKreditur.  iMisalnya imemberikan  ipembayaran  ihutang  iatau  ijaminan  ihutang 

iterhadap  iKreditur  itertentu  isaja. 
Gugatan  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  iharus  imemenuhi  iunsur ikriteria  isesuai  iPasal  i42 

iUU  iKepailitan  idan iPKPU  iyakni  ilebih  iringkasnya  isebagai  iberikut: 
1) Perbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  itersebut  imerupakan  

iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor  iyang idilakukan  idalam  ijangka  iwaktu i1 itahun  

isebelum  iputusan  ipailit;  i 
2) Perbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  itersebut  imerupakan  

iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor  iyang itidak  iwajib  idilakukan  ioleh  idebitor ipailit; 
3) Perbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  itersebut  imerupakan  

iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor  iyang imerupakan  iperjanjian  idi imana  ikewajiban 

idebitor  ijauh  imelebihi  ikewajiban  ipihak  idengan  isiapa  iperjanjian itersebut  idibuat;  i 
4) Perbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  itersebut  imerupakan  

iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor  iyang  imerupakan  ipembayaran  iatas,  iatau ipemberian  

ijaminan  iuntuk  iutang  iyang ibelum  ijatuh  itempo  idan/atau  ibelum iatau  itidak idapat  iditagih  

iatau i 
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5) Perbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  itersebut  imerupakan  

iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor  iyang idilakukan  iterhadap  ipihak iterafiliasi 

iditentukan  idalam  iPasal  i42 i UU No. 37/ 2004. 
Dalam  ihal iini iPenulis  imendeskripsikan  ihal itersebut  idiatas  idengan  ifakta-fakta  ikasus  ipada  

iPutusan  iNo.  i01/pdt.sus/Actio  iPauliana/2014/PN  iNiaga.Jkt  iPus  isebagaimana  iberikut  iini: 
1) Penggugat  imerupakan  ikurator  idaripada  iPT.  iMetro  iBatavia  i(dalam  ipailit)  imelawan 

iYudiawan  iTansari  i(Tergugat  iI)  idan iRiana  iTansari  i(Tergugat  iII). iBerdasar  iPutusan  

iPengadilan  iNiaga  iPada  iPengadilan  iNegeri  iJakarta  iPusat  iNomor i77/Pailit/2012/PN  

iNiaga  iJkt.  iPst.,  itertanggal  i30 iJanuari  i2013,  iPenggugat  iditunjuk  isebagai  iTim iKurator  

iuntuk  imelakukan  ipemberesan  iatas  iasset-asset  iPT iMetro  iBatavia  i(Dalam  iPailit)  iyang  

iDirektur  iUtamanya  iadalah  iTergugat  iI 
2) Bahwa  iTergugat  iI iadalah  iDirektur  iUtama  iPT iMetro  iBatavia  iyang idinyatakan  ipailit  ipada  

itanggal  i30 iJanuari  i2013,  iberdasarkan  iPutusan  iPengadilan  iNiaga  iPada  iPengadilan  iNegeri 

iJakarta  iPusat  iNomor i77/Pailit/2012/PN  iNiaga  iJkt.  iPst.,  itertanggal  i30 iJanuari  i2013 i(vide  

ibukti  iP-1); 
3) Bahwa  iPT iMetro  iBatavia  i(dalam  iPailit)  iyang iDirektur  iUtamanya  iTergugat  iI,  iPT iMetro 

iBatavia  iuntuk  ikegiatan  ioperasionalnya  imemiliki  igudang  ipenyimpanan  ilogistik  iyang 

idikenal  idengan  iGudang  iBandara  iMas,  iJalan  iMarsekal  iSurya  iDarma,  iBlok iH iNomor 

i03/03A/05/06/07,  iKampung  iKedaung  iWetan,  iKelurahan  iSelapajang  iJaya, iKecamatan 

iNeglasari,  iKota  iTangerang,  iSertipikat  iHak iGuna  iBangunan  iNomor i157,  i158,  i159,  i196, 

i160,  i197,  i161,  i198. 
4) Bahwa  iTergugat  iI iselaku iDirektur  iUtama  iPT iMetro  iBatavia,  isepatutnya  imengetahui 

idan/atau  iTergugat  iI iwajib  imengetahui  itanah  idan ibangunan  igudang  ipenyimpanan 

ilogistik  iyang idikenal  idengan  iGudang  iBandara  iMas  iadalah  iHarta  i(Boedel)  iPailit  iPT 

iMetro  iBatavia  idan  iseharusnya  iTergugat  iI imenyerahkan  ikepada  iPenggugat  iselaku  iTim 

iKurator  idalam irangka  ipemberesan  ikepailitan  iPT iMetro  iBatavia  i(Dalam  iPailit) 
5) Bahwa  iTergugat  iI itelah  imerencanakan  idengan  iiktikad  itidak  ibaik iatau  iakal-akalan  iyaitu 

idengan  icara imengalihkan  itanah  idan ibangunan  igudang  ipenyimpanan  ilogistik  iyang 

idikenal  idengan  iGudang  iBandara  iMas,  iJalan  iMarsekal  iSurya  iDarma  ikepada  iTergugat  iII 

i(yang  imerupakan  isaudara  ikandung  iTergugat  iI),  idan imerupakan  iperbuatan  imelawan 

ihukum,  iyang idapat  iMahkamah iAgung iRepublik  iIndonesia  imerugikan  ikreditor-
kreditor  iPT iMetro  iBatavia  i(Dalam  iPailit). 

6) Bahwa  iternyata  iperbuatan  imelawan  ihukum iyang idilakukan  iTergugat  iI idan iTergugat  iII 

idiulangi  ikembali  ioleh iTergugat  iII,  iyang ibaru idiketahui  ioleh iPenggugat  imelalui  isurat  

iyang idikirimkan  ioleh  iTergugat  iII ikepada  iPenggugat  iselaku iTim  iKurator iPT iMetro 

iBatavia  i(Dalam  iPailit),  itertanggal  i26 iNovember i2013 i(P-2),  iyang iisinya  ipermintaan  iagar 

igudang  itempat  ipenyimpanan  ilogistik  iyang iselama  iini idipergunakan  iuntuk  ikegiatan 

ioperasional  iPT iMetro iBatavia  i(Dalam  iPailit),  iharus  idikosongkan  isebelum  itanggal  i16 

iDesember i2013,  ikarena  iTergugat  iII itelah  imengalihkan  itanah  idan ibangunan  iyang idikenal  

idengan  iGudang  iBandara  iMas  ikepada  iTergugat  iIII i(yang  imerupakan  iorang  ikepercayaan  

iTergugat  iI)  iberdasarkan  iSurat  iPerjanjian  iPengikatan  iJual  iBeli  itanggal  i1 iNovember i2013 

i(P-3),  iyang ipada  iPerjanjian  itersebut  ijuga  idiketahui  idan idiparaf  ipada  isetiap  ihalamannya 

ioleh iTurut  iTergugat  iselaku iNotaris. 
Jika imerujuk  ipada  ikasus  idiatas,  iPenulis  imenganalisis  ibahwasanya  ifakta-fakta  itersebut 

itermasuk  ikedalam  ikategori  iperbuatan  iActio  iPauliana,  idimana  isebagai  iberikut: 
Pertama,  i  ibahwa  iPerbuatan  ihukum  iTergugat  iI idan iTergugat  iII iyang idilakukan  i1 i(satu)  itahun  

isebelum  ipailit  iPT iMetro  iBatavia  iyang  iDirektur  iUtamanya  iTergugat  iI,  imaka idaripada  ihal 

itersebut  imemenuhi  iPasal  i42 i UU No. 37/ 2004  i  i(sesuai  ikategori  iperbuatan  ike-1).  iKedua, 

https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL


Journal Evidence Of Law  
Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2024 
1M. Ikhfal Khaqiqi, 2Rosalinda Elsina L 
https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL 

246 

 

iPerbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  idalam  ikepailitan  itersebut  imerupakan  

iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor iyang itidak  iwajib idilakukan  ioleh idebitor  ipailit.  iDimana 

iTergugat  iI idipandang  iturut  imengetahui  iatau imengetahui  ibahwa  itanah  idan  ibangunan  igudang  

ipenyimpanan  ilogistik  iyang idikenal  iGudang  iBandara  iMas  iadalah  iasset  i(harta/boedel)  ipailit.  

i(sesuai  isyarat  ikategori  ike-2). iKetiga,  iPerbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  idalam  

ikepailitan  itersebut  imerupakan  iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor  iyang imerupakan  

iperjanjian  idi imana ikewajiban  idebitor  ijauh imelebihi  ikewajiban  ipihak  idengan  isiapa  iperjanjian  

itersebut  idibuat.  iDimana  iTergugat  iI isebagai  ipemilik  iaset  imaka  iGudang  iBandara  iMas  itersebut  

imerupakan  iaset  iboedel  ipailit  idan itelah  imenjadi  ikewenangan  ikurator  isesuai  iPutusan  

iPengadilan  iNiaga  iPada  iPengadilan  iNegeri  iJakarta  iPusat  iNomor i77/Pailit/2012/PN  iNiaga  iJkt. 

iPst.  i(sesuai  isyarat  ikategori  ike-3).  iKeempat,  iPerbuatan  ihukum  iyang idigugat  iActio  iPauliana  

idalam  ikepailitan  itersebut  imerupakan  iperbuatan  iyang imerugikan  ikreditor  iyang idilakukan  

iterhadap  ipihak  iterafiliasi.  iDimana  iBahwa  iperbuatan  ihukum  iyang idilakukan  iTergugat  iI  idan  

iTergugat  iII i(merupakan  isaudara  ikandung  iTergugat  iI),  idan iselanjutnya  iperbuatan  iTergugat  iII 

ikepada  iTergugat  iIII i(yang  imerupakan  iorang ikepercayaan  iTergugat  iI),  isepatutnya  iTergugat  iI 

idan  iTergugat  iII iserta  iTergugat  iIII i(merupakan  iorang ikepercayaan  iTergugat  iI)  imengetahui  

ibahwa  iperbuatan  ihukum  itersebut  iakan  imerugikan  ibagi iBoedel  iPailit  idan  iKreditor,  isehingga 

iperbuatan  ihukum  iyang idilakukan  iTergugat  iI idan iTergugat  iII,  idan iperbuatan  iTergugat  iII 

ikepada  iTergugat  iIII  i(yang  imerupakan  iorang ikepercayaan  iTergugat  iI)  idapat  idiklasifikasi  

isebagai  iperbuatan  idengan  iiktikad  itidak  ibaik idan iwajib idibatalkan  isesuai  idengan  iPasal  i41 idan  

iPasal  i42 iUU  iKepailitan  idan iPKPU. 
 
Mekanisme  iPengajuaan  iGugatan  iActio iPauliana 

Dalam  ihal ipengajuan  iactio  ipauliana  idalam  ikepailitan  idiajukan  ike  iPengadilan  iNiaga  

ipada  iPengadilan  iNegeri.  iHal iini isesuai  idengan  iPasal  i3 iayat  i(1)  i UU No. 37/ 2004,  i“putusan  iatas 

ipermohonan  ipernyataan  ipailit  idan  ihal-hal ilain iyang iberkaitan  idan/atau  idiatur idalam  

iundang-undang  iini idiputuskan  ioleh  ipengadilan  iyang idaerah  ihukumnya  imeliputi  idaerah  

idebitur”.  iAdapun  iyang idimaksud  idengan  ihal-hal ilain,  idijelaskan  idalam  ipenjelasan  ipasal 

itersebut,  iyaitu ihal-hal iyang ilain  iadalah  iantara  ilain iActio  iPauliana,  iperlawanan  ipihak  iketiga  

iterhadap  ipenyitaan,  iatau iperkara  idiamana  idebitur,  ikreditur,  ikurator iatau  ipengurus  imenjadi 

isalah  isatu ipihak  idalam  iperkara  iyang  iberkaitan  idengan  iharta  ipailit.  iSehubungan  idengan  

ihilangnya  ihak idebitor ipailit  iuntuk  imengurus  iharta  ikekayaannya  iyang itermasuk  idalam  iharta  

ipailit,  imaka  ioleh ipengadilan  idiangkatlah  ikurator iyang iakan  imelakukan  ipengurusan  idan  

ipemberesan  iterhadap  iharta  idebitor ipailit  isebagaimana  itermuat  idalam  iPasal  i69 iayat  i(1)  UU No. 
37/ 2004,  iadapun  itugas  ikurator iini isudah  idapat  idijalankan  isejak itanggal  iputusan  ipernyataan  

ipailit  idijatuhkan  imeskipun  iputusan  itersebut  ibelum  iinkracht,  isebagaimana  idiatur idalam  

iketentuan  iPasal  i16 iayat  i(1)  i UU No. 37/ 2004  iyakni  ibahwa  i“Kurator  iberwenang  imelaksanakan  

itugas  ipengurusan  idan/atau  ipemberesan  iatas  iharta  ipailit  isejak  itanggal  iputusan  ipailit idiucapkan 

imeskipun  iterhadap  iputusan  itersebut  idiajukan  ikasasi  iatau ipeninjauan  ikembali”.  i 
Berdasarkan  iketentuan  iPasal  i69 iayat  i(5)  UU No. 37/ 2004,  idapat  idimaknai  ibahwa  idalam 

imelaksanakan  ikewenangannya  iuntuk  imengajukan  igugatan  iactio  ipauliana  ike  ipengadilan,  

ikurator  iharus  imendapatkan  iizin ihakim  ipengawas  iterlebih  idahulu,  ikarena  ipengajuan  igugatan  

iactio  ipauliana  itidaklah  imenyangkut  isengketa  ipencocokan  ipiutang.  iSelain  imemerlukan  iizin  

ihakim  ipengawas  iterlebih  idahulu idalam  imengajukan  isuatu igugatan  iactio  ipauliana,  ikurator  ijuga  

iharus  imemperhatikan  isyarat-syarat  ipengajuan  iactio  ipauliana  iserta  ipengadilan  iyang  

iberwenang  idalam  imemeriksa  idan imemutus  iperihal  igugatan  iactio  ipauliana  itersebut.  iDalam  

ihal  ihakim imengabulkan  igugatan  iactio  ipauliana  iyang idiajukan  ioleh ikurator,  imaka iterdapat  

iakibat  ihukum  iyang iditimbulkan  isebagaimana  idiatur idalam  iketentuan  iPasal  i49 i UU No. 37/ 
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2004.  iMerujuk  ipada  iketentuan  ipasal  itersebut,  iakibat  ihukum iyang  iditimbulkan  idari  

idikabulkannya  isuatu igugatan  iactio  ipauliana  iyang idiajukan  ioleh ikurator  iialah ibahwa  ipihak  

iyang  imenerima  ibenda  iyang imerupakan  iperbuatan  ihukum  iyang idibatalkan  iharuslah  

imengembalikan  ibenda  itersebut  ikepada  ikurator isebagaimana  idiatur idalam  iketentuan  iPasal  i49 

iayat  i(1)  UU No. 37/ 2004  i(Ferina iAnindira  i& iAnggoro,  i2021). 
 

Upaya  ibagi iKreditur  idalam  ihal iditolaknya  igugatan iActio iPauliana  ioleh iPengadilan 

Pada  idasarnya  idalam  imenjamin  iperlindungan  ihukum  ikreditur  i UU No. 37/ 2004 

imemberikan  isuatu iupaya  ikepada  iKreditor  iuntuk  imenuntut  ihak-haknya  ikepada  iDebitor 

imelalui  iActio  iPauliana  iyang idilakukan  ioleh iKurator.  iHal  iini imerupakan  iakibat  ilogis  idari  

ikedudukan  iKurator  isebagai  ipihak  iyang  ibertugas  iuntuk  imelindungi  idan imengurus  iharta  ipailit 

iuntuk  ikepentingan  iseluruh  ipihak  iyang  iberkepentingan  idengan  iharta  ipailit. Meskipun  iActio  

iPauliana  imerupakan  isalah  isatu iupaya  iyang idilakukan  ioleh iKreditor idalam  imemperoleh  ihak-
haknya  itetapi  idalam  ipraktek  ipenegakan  i UU No. 37/ 2004,  iternyata  iketentuan  iActio  iPauliana 

ibelum  isepenuhnya  idapat  imelindungi  ikepentingan  iKreditor  idengan  ibeberapa  ialasan,  iyaitu i: 
1) terjadinya  iperbedaan  imakna  iantara  iPasal  i1341 iKUHPerdata  idengan  iPasal  i41 iUU 

iKepailitan  idan iPKPU;  idan 
2)  ibeberapa  ikendala  iyang iyang idihadapi  iKurator,  iyaitu iseperti: 

- kendala  ikompetensi  idalam  ipemeriksaan  igugatan  iActio  iPauliana,  i 
- kendala  iproses  ipembuktian  iterhadap  ipermohonan  iactio  ipauliana,  i 
- kendala  imengenai  isubjek  iyang idapat  imengajukan  ituntutan  iactio  ipauliana  idan 
- kendala  idalam  ipenyelesaian  ipermohonan  iactio  ipauliana. 

Di ikarenakan  ibeberapa  ikendala  itersebut,  isehingga  iperlindungan  ihukum  iyang ididapatkan  

ipara  iKreditor  ikurang  imaksimal  i(Ayu iKade i& iNgurah iDirksen,  i2014).  i 
Dalam  ihal iini iPenulis  imendeskripsikan  ifakta  ikasus  iagar iditemukannya  ialasan  iatau 

ikendala  iyang idihadapi  ikurator  iyang  imenyebabkan  iditolaknya  igugatan  idaripada  ikasus  

iPutusan  iNo.14/Pdt.Sus-ActioPauliana/2018/PN.Smg  isebagai  iberikut: 
Penggugat  isebagai  ikurator idebitor ipailit  imelakukan  igugatan  ikepada  iPengadilan  iNiaga  

iSemarang  imelawan  iRosalya  iSri iWulandari  i(Selanjutnya  idisebut  iTergugat  iI)  idan  iPT.  iBank  

iPerkreditan  iRakyat  iBhakti  iDaya  iEkonomi  i(selanjutnya  idisebut  iTergugat  iII)  idan iyang  

iselanjutnya  idisebut  iTurut  iTergugat  iyakni  iSuwasti  iYudani  idan iBadan  iPertanahan  iNasional  

iKabupaten  iSleman.  iPenggugat  imenyatakan  ibahwa  isebidang  itanah  idan ibangunan  iyang iberdiri  

idengan  iSertifikat  iHak iMilik i(SHM)  iNomor  i13793/Purwomartani  iseluas  i315 im² i  iyang  

idiuraikan  idi  idalam  iSurat  iUkur  itanggal  i5 iAgustus  i2014 iNomor i00567/Purwomartani/  i2014 

iyang  idi iatas  inamakan  iTergugat  iI imerupakan  iharta  ipailit  isesuai  iPutusan  iNomor  

i07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg  iyang  idijual  iantara  iTergugat  iI idan iTergugat  iII imenjadi  

iperjanjian  ikredit  idan  iAkta  iPemberian  iHak iTanggungan  iNo.  i150/2017.  iBahwa iPembelian  

isebidang  itanah  itersebut  idilakukan  isaat  imasih  iterikat  iperkawinan  idengan  iDayu iHandoko  

i(debitur  iPailit).  iNamun  iPengadilan  iNiaga  itelah  imemberikan  iputusan  iyang  iamarnya  imenolak  

igugatan  iPenggugat  iuntuk iseluruhnya.  iSelanjutnya  ikarena  iPenggugat  itidak  ipuas  idengan 

iputusan  ihakim  imaka  iPenggugat  idapat  imengajukan  ipermohonan  iKasasi  iyang  idilakukan  ipada  

itanggal  i21 iNovember  i2018 iPutusan  iNo.  i212_K/Pdt.Sus-Pailit/2019  isesuai  iAkta  iPermohonan  

iKasasi  iNomor i14/G.Actio  iPauliana/2018/PN  iSmg ijo.  iNomor i7/G.Actio 

iPauliana/K/2018/PN  iSmg.  iBerbeda  idengan  isidang  iPertama  iPutusan  iNomor i14/Pdt.Sus  

iActio  iPauliana/2018/PN.Smg,  isidang  ikasasi  idimenangkan  ioleh ikurator  idebitur ipailit.  

iDimana  iMahkamah iAgung  iberpendapat: 
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1) Bahwa  ikeberatan  iPemohon  iKasasi  idapat  idibenarkan  ikarena  isetelah  imembaca  idan 

imeneliti  ikeberatan  iPemohon  iKasasi  idalam  imemori  ikasasi  idan ijawaban  iTermohon  

iKasasi  idalam ikontra  imemori  ikasasi  idihubungkan  idengan  ipertimbangan  iJudex  

iFacti,  iputusan  iJudex  iFacti  isalah  idalam imenerapkan  ihukum  ikarena  itidak  

imemberikan  ipertimbangan  iyang icukup  iterhadap  iasal  iuang iyang  idigunakan  ioleh  

iTermohon  iKasasi  iI iuntuk imembeli  itanah  iobyek isengketa; 
2) Bahwa  itanah  iobyek isengketa  iterdaftar  iatas  inama  iTermohon  iKasasi  iI idibeli  ioleh  

iTermohon  iKasasi  iI iketika  iterikat  iperkawinan  idengan  iDayu iHandoko  i(debitor  

ipailit)  idengan  iuang  iyang  iditerima  ioleh iTermohon  iKasasi  iI idari  iDayu iHandoko  

i(debitor ipailit)  isesuai  idengan  ipengakuan  iTermohon  iKasasi  iI idalam  ikontra  imemori  

ikasasi  iyang iditerima  itanggal  i6 iDesember  i2018 isehingga  iobyek  isengketa  iadalah  

iharta  ipailit; 
3) Menimbang,  ibahwa iberdasarkan  ipertimbangan  idi iatas,  iMahkamah iAgung 

iberpendapat,  iterdapat  icukup  ialasan  iuntuk  imengabulkan  ipermohonan  ikasasi  

iyang idiajukan  ioleh iPemohon  iKasasi:  iSardjana  iOrba  iManullang,  iS.H.,  iM.H.,  iM.Kn. 

itersebut  idan imembatalkan  iPutusan  iPengadilan  iNiaga  ipada  iPengadilan  iNegeri  

iSemarang  iNomor  i14/Pdt.Sus  iActio iPauliana/2018/PN.Smg.  ijo.  iNomor 

i07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg  itanggal  i12 iNovember i2018.  i 
Berdasar  ifakta  ihukum  itersebut  imaka  iamar iputusan  isebagai  iberikut: 

- Mengabulkan  ipermohonan  ikasasi  idari  iPemohon  iKasasi  iSARDJANA  iORBA 

iMANULLANG,  iS.H.,  iM.H.,  iM.Kn.,  itersebut; 
- Membatalkan  iPutusan  iPengadilan  iNiaga  ipada  iPengadilan  iNegeri  iSemarang  

iNomor i14/Pdt.Sus-Actio  iPauliana/2018/PN.Smg.  ijo.  iNomor i07/Pdt.Sus-
Pailit/2011/PN.Smg  itanggal  i12 iNovember i2018;  i 

- MENGADILI  iSENDIRI:  i 
1) Mengabulkan  igugatan  iPenggugat  iuntuk  isebagian;  i 
2) Menyatakan  imenurut  ihukum  isebidang  itanah  idan ibangunan  iyang iberdiri  idi  

iatasnya  idengan  iSertifikat  iHak iMilik i(SHM)  iNomor  i13793/Purwomartani  

iseluas  i315 im² isebagaimana  iyang idiuraikan  idi idalam  iSurat  iUkur itanggal  i5 

iAgustus  i2014 iNomor i00567/Purwomartani/2014  iyang  idi iatas  inamakan 

iTergugat  iI iadalah  iharta  ipailit  iyang idapat  idimasukkan  ike  idalam  idaftar  iharta 

i(boedel)  ipailit  iNomor i07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;  i 
3) Menolak  igugatan  iPenggugat  iuntuk  iselain  idan iselebihnya  i 
4) Menghukum  iPara iTermohon  iKasasi  iuntuk  imembayar  ibiaya  iperkara  idalam  

isemua  itingkat  iperadilan,  iyang idalam  itingkat  ikasasi  isejumlah  iRp5.000.000,00 

i(lima  ijuta  irupiah). 
Merujuk  ipada  ikasus  iposisi  idiatas  imaka  iterbukti  ijika  ipenyebab  iditolaknya  igugatan  iActio 

iPauliana  idalam  ikepailitan  iadalah  ikarean  iterdapatnya  iperbedaan  ipersepsi  idi iantara  ipara  

ihakim  iniaga  ibaik ipada  iperadilan  itingkat  ipertama  imaupun  itingkat  iMahkamah  iAgung 

imengenai:  iapakah  itindakan-tindakan  iataupun  itransaksi  iyang idilakukan  ioleh idebitor 

imerupalan  isuatu ikecurangan,  isehingga  imerugikan  ipara  ikreditor  idan  ikarenanya  idapat  

idiajukan  ipermohonan  ipembatalan  iatau  iactio  ipauliana,  iserta  imengenai  iyurisdiksi  iperadilan  

iyang  iberwenang  imemeriksa  idan  imengadili  ipermohonan  iActio  iPauliana.  iSebagaimana  ipada  

itingkat  ikasasi  ihakim iMahkamah iAgung  imenjelaskan  ibahwasanya  ipertimbangan  iJudex  iFacti, 

iputusan  iJudex  iFacti  idi isidang  itingkat  iPertama  i  isalah  idalam  imenerapkan  ihukum  ikarena  itidak  

imemberikan  ipertimbangan  iyang icukup  iterhadap  iasal  iuang iyang idigunakan  ioleh iTergugat  iI  

iuntuk  imembeli  itanah  iobyek isengketa. 
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Dalam  ihal i  iperkara  iActio  iPauliana  ibanyak ikasus-kasus  iyang itelah  idiputuskan  ibaik ioleh  

iPengadilan  iNiaga  ipada  itingkat  ipertama  imaupun  ipada  itingkat  ikasasi  idan iPeninjauan  iKembali  

idi iMahkamah iAgung ikesemuanya  iditolak.  iPada  idasarnya  ibentuk  iperlindungan  ihukum  

ikepada  ikreditor  iatas  iaset  iperseroan  iyang ipailit  iadalah  idilakukannya  isita  iumum iterhadap  

iseluruh  ikekayaan.  iPenyitaan  iterhadap  iaset  idebitor idilakukan  iagar iharta  ikekayaan  idebitor  

idigunakan  iuntuk  imembayar iutang  ikepada  ikreditor.  iSelain  isita  iumum itersebut  ikreditor  ijuga 

imendapat  ijaminan  ipengembalian  iutang  idebitor idari  iharta/aset  idebitor iyang itelah  idipindah  

itangankan  ikepada  ipihak  iketiga  iyang  idilakukan  idebitor isecara  itidak  ipatut/tidak  iwajib  

i(dengan  iitikad  itidak  ibaik)  iyang imerugikan  ikreditor.  iJaminan  ipengembalian  iaset  itersebut 

idilakukan  imelalui  isebuah  igugatan  iactio  ipauliana  iyang idiwakili  ioleh  ikurator ikepada  

iperseroan  i(Fuady,  i2010).  iJika  igugatan  iActio  iPauliana  idi itingkat  ipertama  isampai  idengan  

iPeninjauan  iKembali  idi itolak  imaka  iobjek  isengketa  ipada  igugatan  iActio iPauliana  itidak itermasuk  

idalam  iharta  ipailit  imilik  iDebitur ipailit.  i 
Debitur iyang imelakukan  ihal-hal  iyang imelawan  ihukum  isetelah  ipernyataan  ipailit,  i UU 

No. 37/ 2004  itidak  iada isatu iketentuan  iyang imengatur  isanksi  ikepada  idebitur  ipailit,  ibaik isanksi 

iperdata  imaupun  isanksi  ipidana.  iOleh  ikarena  iitu,  idapat  idipertanyakan  iketentuan  ihukum  imana  

iyang  idapat  idijadikan  ilandasan  iuntuk  imenjatuhkan  isanksi  ipada  ikreditur  iyang itelah  

imelakukan  iperbuatan  iitikad  itidak ibaik. Debitur  iyang imelakukan  iperbuatan  iyang imelawan  

ihukum  ikarena  ikelalaian  idikenakan  ipaksa  ibadan  iagar imereka  itidak  idapat  imelarikan  idiri.  

iSanksi  ipaksa  ibadan  iini idilakukan  idalam  iwaktu i60 ihari  ilamanya  isampai  ibatas  iwaktu iyang  

iditentukan  iuntuk  imelunasi  iutang isi idebitur.  iMemorie  ivan iTeoliching  imengemukakan  ibahwa  

iperintah  ipenahanan  isementara  isebagai  ialat  ipaksaan  iyang imembawa  ikewajiban ibagi idebitur 

iyaitu  iia idengan  isengaja  imenghindarkan  idiri  iatau iapabila  iia imenolak  imemenuhi  ikewajiban  

iyang  idiletakkan  ipadanya  iuntuk  ikepentingan  ipara  ikreditur.  iPenahanan  iterhadap  idebitur iini  

idilakukan  iadanya  ikerugian  ibagi  ikreditur  idan iperintah  ipenahanan  ikepada  idebitur ikarena  

itidak  imelakukan  ikewajibannya  iuntuk  imembayar iutangnya.  iSehingga  idikenakan  isanksi  ipaksa 

ibadan  iterhadap  idebitur isesuai  iyang idiatur  idalam  iPeraturan  iMA  iNo.  i1 iTahun  i200 itanggal  i30  

iJuni  itentang  iLembaga  iPaksa  iBadan  i(Nur iHasanah,  i2022). 
Peraturan  iMA  iNo.  i1 iTahun  i2000  itentang  iLembaga  iBadan  iPaksa  iPasal  i1 iayat  i1,  i“badan  

ipaksa  iadalah  iupaya  itidak  ilangsung  idengan  imemasukkan  iseorang  idebitur  iyang itidak  iberitikad  

ibaik  ike  idalam iRumah  iTahanan  iNegara  iyang iditerapkan  ioleh  ipengadilan,  iuntuk  imemaksa 

iyang  ibersangkutan  imemenuhi  ikewajibannya”(Nur i2015).  iSanksi  iKitab Undang-Undang 
Hukum  iPidana (KUHP)  iyang iakan  iditerapkan  ibagi idebitur iyang iterbukti  imelakukan  

iperbuatan  imelawan  ihukum  iyaitu  idebitur  ibekerjasama  idengan  ipihak  iketiga  idalam irangka  

imenggelapkan  iaset-aset  iyang iakan  imenjadi  iboedel  ipailit.  iPenggelapan  idapat  idilaksanakan  

idengan  icara  imembalik  inama ipemilik  iaset  ikepada  ikeluarganya/teman  idekat iatau iorang 

ikepercayaan  idebitur,  isupaya  iaset  itersebut  itidak  imenjadi  iharta  ipailit  i. Selanjutnya  iapabila  

idebitur  iterbukti  imenggelapkan  iaset-aset  idengan  icara  ibekerjasama  idengan  ikurator iagar  

ikurator  itidak imencatat  ihartanya,  itidak  imasuk  idalam  iboedel  ipailit.  iDebitur  iakan idikenakan  

isanksi  iKUHP itentang  ipemalsuan  isurat  iPasal  i263 iayat  i(1),  isanksi  iPasal  i263 iayat  i(1)  iKUHP 
itentang  ipemalsuan  isurat  iyang idirumuskan  ijika  iseseorang  imemalsukan  isurat  iyang iberkaitan  

idengan  ihak idan  ipembebasan  iutang  imaka  ihakim  iseharusnya  imemerintahkan  ipidana  ipenjara  

ipaling  ilama  i6 i(enam)  itahun  idilakukan  iterhadap  iorang iitu iatau idebitur iyang  iberutang  ibukan  

isaja  idalam  iPasal  i263 iKUHP iakan  itetapi  ijuga isanksi  ipidana  iPasal  i402 iKUHPP i(Sastrawidjaja,  

i2006). Lalu isanksi  ipidana  ibagi idebitur  iyang iterbukti  imelakukan  iperbuatan  imelawan  ihukum  

itindak  ikesengajaan  i(pelanggaran)  itidak  idiatur idalam  i UU No. 37/ 2004  iterkait  isanksi 

ikesengajaan  ibagi idebitur isehingga  idikenakan  iyang idiatur idalam  iKUHP.  iSanksi  ipidana  iyang 

itelah  idiuraikan  idiatas  imenjelaskan  ibahwa  iperbuatan  idebitur iadanya  iunsur iperbuatan  
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ikesengajaan  idalam  imenyelesaikan  iutang  imaka  idebitur idikenakan  isanksi  ipidana  i(Ayu iKade i& 

iNgurah iDirksen,  i2014). 
 

PenutupI 

Pada  idasarnya  idalam  ikepailitan  iterdapat  iperlindungan  ihukum  ibagi ikreditur  iagar  

imenerima  ihaknya  ikembali  itanpa  iada  ikerugian.  iBerdasarkan i UU No.  i37/2004  imaka  

idiberikannya  iperlindungan  ihukum iyang  isalah  isatunya,  iyakni  iActio  iPauliana.  iActio iPauliana  

imerupakan  isuatu itindakan  ihukum  iuntuk  ipembatalan  iperbuatan  idebitur  ikarena  idapat 

imerugikan  ikreditur.  iNamun  iterdapat  ihambatan  ibahwa  ibanyaknya  igugatan  iActio  iPauliana  

iyang  iditolak  ioleh ipengadilan.  iPenulis  imendapati  ibahwa  ibeberapa  ialasan  ipenolakan  itersebut 

iadalah  iPertama,  ikarena  iterjadinya  iperbedaan  imakna  iantara  ipasal  i1341 iKUHPer  idengan  ipasal 

i41 UU No. 37/ 2004;  iKedua,  ibeberapa  ikendala  iyang idihadapi  ioleh ikurator  iyakni  ikendala  

ikompetensi  idalam  ipemeriksaan  igugatan  iActio  iPauliana,  ikendala  iproses  ipembuktian,  ikendala  

idalam  ipenyelesaian  ipermohonan.  iSehingga  idalam  ihal iini imaka  ikreditur  itetap  iharus  

imenyerahkan  iurusan  iharta  idebitur ipailit  ikepada  iKurator  iyang idiawasi  ioleh  iHakim iPengawas.  

iSelanjutnya  iberdasar UU No. 37/ 2004  ijika idebitur ipailit  iterbukti  imelakukan  iitikad  itidak  ibaik  

iatas  iusul  iHakim  iPengawas,  ipermintaan  iKurator,  iatau iatas  ipermintaan  iseorang  ikreditur  iatau  

ilebih  idan isetelah  imendengar iHakim iPengawas,  idapat  imemerintahkan  isupaya  iDebitor iPailit  

iditahan,  ibaik iditempatkan  idi iRumah  iTahanan  iNegara  imaupun  idi irumahnya  isendiri,  idi ibawah 

ipengawasan  ijaksa  iyang iditunjuk  ioleh  iHakim  iPengawas  idengan  imasa  ipenahanan  i30 i(tiga 

ipuluh)  ihari  isejak  ipenahanan  idilaksanakan  idan ipengadilan  idapat  imemperpanjang  imasa  

ipenahanan  isetiap  ikali iuntuk ijangka  iwaktu  ipaling  ilama  i30 i(tiga  ipuluh)  ihari. 
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